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ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDEYS)
DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh :

AZIZA NOVIRANIA

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlepas dari faktor keuangan
sebagai pendukung pembiayaan, aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan
untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan
menjadi lebih transparan serta akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui implementasi kebijakan aplikasi sistem keuangan di Desa Bogorejo
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan
model implementasi kebijakan George C Edward I1l. Pengelolaan keuangan desa
seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa menjadi lebih dapat
dipertanggungjawabakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi
aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem
keuangan desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan
setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran,
pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih ditemukan adanya
kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransimiskan olen BPKP dinilai
kurang maksimal oleh para pelaksana program, serta kelemahaan pada aplikasi
yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum
terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.

Kata Kunci: Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VISUAL FINANCIAL SYSTEM APPLICATION
(SISKEUDES) IN BOGOREJO, GEDONG TATAAN, PESAWARAN

By:

AZIZA NOVIRANIA

The implementation of village governance will not be separated from financial
factors as financial supporters, the application of the village financial system is
developed for the management of village funds in order to facilitate financial
reporting becomes more transparent and accountable. The purpose of this study is
to determine the implementation of financial system application policy in
Bogorejo Village Gedong Tataan Sub District Pesawaran. The method used in this
research is descriptive with qualitative analysis using policy implementation
model George C Edward I1l. Management of village finances should be, this
application of village finance becomes more accountable. The results of this study
indicate that the implementation of village financial system applications in terms
of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been
running quite well. Implementation of the village financial system application
becomes more patterned and well structured because each fund issued must be
marked with a letter of payment request, the implementation of the village
financial system application is also still found a weakness in communication
indicators are transmitted by BPKP considered less maximal by the program
implementers, as well as weaknesses in applications that are susceptible to viruses
and these applications are not yet online so they are not directly connected to the
district government.

Keywords: Implementation of Village Financial System Application
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1,
menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2
menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini
selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam
RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”.



Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada beberapa
hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan
desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci.
Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan
kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan
secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti
sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa
akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga
adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan
manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. (Hanifah dan
Praptoyo dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES), 2015)
Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana
Desa sebesar = Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di
Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan
akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa, selain Dana Desa
tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal
72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa
dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD);

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan

Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor
keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan  desa.
Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa



agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik. Jika laporan keuangan
desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa

akan meningkat.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola
pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di
dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar
peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab
yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan

keuangan desa tersebut.

Kenyataan yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Keuangan Desa, secara
prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan
keuangan desa ini, antara lain:

(1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam
penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya skill
(keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih
lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4)
Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini
masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo
dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), 2015)

Faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia (SDM)
yang kurang mendukung. Pihak aparatur desa kurang
mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat,
mempublikasikan melalui papan pengumuman, tidak hanya
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BP). Bagi Kepala Desa
hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan
desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan job description
yang ada. (Rahmawati dkk dalam Jurnal Analisis Kesiapan Desa
Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. 2015)



Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah
mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan
sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini
dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat
mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta

akuntabilitas.

Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI
Dewan Perwakilan Rakyat Rl maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.
Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015
merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu
penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi
rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama

dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di
lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah
diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada
bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya
diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality

Assurance (QA) oleh tim yang telah ditunjuk.



Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan
desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang
dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur
yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana
dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan

aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaannya masih sarat akan
masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang paling utama
adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan
data. Hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan yang dimuat dalam harian
harapanrakyat.com, yakni:

“Salah seorang Kepala Desa asal Kecamatan Pangandaran
Herdianto mengatakan, bahwa penerapan Siskedes dirasa belum
tepat. Selain menimbulkan kebingungan pada penerapannya,
seolah-olah sistem tersebut juga terkesan dipaksakan. “Sistem
aplikasi keuangan tersebut nantinya akan masuk ke server. Jika
salah memasukan data, maka tidak sulit merubahnya. Maka dari itu
kita masih menggunakan secara manual. Pendidikan dan pelatihan
belum dilaksanakan,” tegas sumber Koran HR, Senin (09/01/2017)
lalu.

Menurutnya, semua tenaga operator hampir secara keseluruhan
mengalami kendala dalam proses memasukan data, karena belum
paham. Selain itu, lanjutnya, landasan hukum sistem tersebut juga
belum ia terima penjelasannya.“Kita ketahui bersama SDM di tiap-
tipa desa masih banyak yang memiliki kekurangan. Apalagi
ditambah tidak ada pelatihan maupun pendidikan terlebih dahulu.
Tentu ini merupakan hal yang aneh, tapi nyata. Mumpung masih
awal tahun, kami harap persoalan ini segera diselesaikan,”
ketusnya. (sumber: http://www.harapanrakyat.com/2017/01/



http://www.harapanrakyat.com/2017/01/%20aplikasi-sistem-keuangan-%20%20%20desa-di-pangandaran-menuai-masalah/

aplikasi-sistem-keuangan-  desa-di-pangandaran-menuai-masalah/
diakses pada 8 Agustus 2017, pukul 23:55)

Selain masalah sumber daya manusia dan kendala dalam memasukan data,
terdapat juga masalah lain yakni pada masalah laporan desa yang harus
mengacu pada desa lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di
tiap-tiap desanya. Hal ini juga di nilai menghambat pencairan dana desa,
karena ketika laporan keuangan terlambat atau belum di laporkan maka
dana desa tidak akan cair. Sistem keuangan desa memang dinilai efektif
namun cukup menyulitkan, juga dalam hal ini minim pelatihan mengenai

Sistem Keuangan Desa ini.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dimuat dalam salah satu
harian yang menegaskan bahwa menurut Nursalim perangkat desa
di Buton Utara menyatakan bahwa pemakaian aplikasi sistem
keungan desa terkesan dipaksakan karena kurangnya pelatihan dan
pendampingan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa. Pelaporan tiap-tiap desa harus mengacu kepada
desa yang telah diterima laporannya terlebih dahulu oleh
pemerintah kabupaten. (Sumber: :http://desalestari.com/2016/08/
30/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/,
diakses pada 9 agustus 2017 pukul 00:11)

Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Gedong Tataan terdapat
delapan belas desa, namun hanya terdapat beberapa desa yang telah
menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini. Salah
satunya adalah Desa Bogorejo, Desa Bogorejo telah menerapkan sistem ini
sejak 2016, dan merupakan desa pertama yang menerapkan sistem ini di

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.


http://desalestari.com/2016/08/%2030/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/
http://desalestari.com/2016/08/%2030/wajib-pakai-aplikasi-yang-seharusnya-mudah-jadi-merepotkan/

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Noviyati selaku Pelaku
Pemberdayaan Masyarakat yang dimuat di forumdesa.com :

“Tinggal saja kemauan Aparatur Desa mau atau tidak belajar untuk
menggunakan aplikasi ini. Untuk menguatkan argumennya Novi
memberi contoh Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran, sejak tahun 2016 desa Bogorejo adalah
satu-satunya desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES dan
sudah update ke BPKP di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran. Semua bisa dilaksanakan tinggal aparatur desanya
komit dan mau belajar atau tidak, jika mareka komit untuk
menegakkan transparansi anggaran APBDes di desanya dan mau
belajar maka semua akan mudah dilaksanakan” (sumber
http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-
tinggal-komit.html diakses pada 1 Oktober pukul 19.05)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini menurut Sekertaris
Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Widodo Sunu, berdasarkan
hasil pra riset telah diterapkan SISKEUDES di Desa Bogorejo sejak 2016
lalu namun baru turun surat pemberitahuan dari kecamatan setelah hampir
setahun Desa Bogorejo menerapkan SISKEUDES ini, dan desa Bogorejo
merupakan desa pertama di Kecamatan Gedong Tataan yang menerapakan

SISKEUDES ini.

Berdasarkan hasil pra-riset, menurut Sekeretaris Desa Bogorejo Widodo
Sunu, sudah ada pelatihan-pelatihan dalam menjalankan Aplikasi Sistem
Keuangan Desa, dan yang mengelola atau mengendalikan sistem keuangan
desa ini adalah sekertaris desa dibantu oleh bendahara desa, namun dalam
hal pelaporan tetap kembali kepada sekertaris desa. Desa Bogorejo sendiri
telah menggunakan versi yang paling terbaru dan yakni versi lima. Terkait
dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan siskeudes ini

memang tidak ada kendala yang berarti terkait penerapan SIKSEUDES


http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html
http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html

ini, namun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini. Telah

update ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai implementasi  Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam
akuntabilitas keuangan desa, peneliti juga akan melihat terdapat kemajuan
yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi dan akuntabilitas
keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum menerapkan
aplikasi sistem keuangan desa ini, dengan melihat beberapa variabel-
variabel seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi aplikasi

SISKEUDES.

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.
Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk

tabel:



Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No. Penelitian Tahun Jenis Judul Penelitian
1 Nur Aziza 2014 Thesis | Evaluasi Penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (Sipkd)
Dalam Penyusunan Informasi
Keuangan Daerah (lkd) Di
Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Kabupaten
Lampung Utara

2 Silvia Novita 2015 Skripsi | Implementasi Electronic
Siregar Government Di Desa Hanura
Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran

3 Devi Retnowati 2016 Skripsi | Persepsi  Pemerintah  Desa
Terhadap Implementasi
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
(Studi Di Desa Sribhawono
Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten
Lampung Timur)

4 | Elisabeth Siringo | 2017 Skripsi | Pengelolaan Keuangan Desa
Ringo Di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah

Sumber : Diolah oleh peneliti. 2017

Peneliti pertama fokus penelitiannya mengkaji pada evaluasi penerapan
SIPKD dalam penyusunan IKD dengan menggunakan pendekatan
Evaluasi Stecher, Brian M&W Alan Davis. Peneliti kedua berfokus pada
proses implementasi e-government secara keseluruhan dengan konsep Van
Metter dan VVan Horn. Penelitian ketiga juga mengkaji dari sisi pemerintah
desa dalam menerapkan UU Desa No 6 Tahun 2014 secara keseluruhan.
Penelitian keempat ini yang membedakan dalam penelitian ini mengkaji
pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh sebelum adanya acuan

laporan keuangan desa. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji implementasi



10

aplikasi sistem keuangan desa dengan konsep George C Edward dengan
melihat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan

struktur birokrasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong

Tataan Kabupaten Pesawaran?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian
dan khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang implementasi
implementasi aplikasi sistem keuangan desa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan

bagi pemerintah khususnya mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa.



A

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan

1.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh
negara melalui badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan
publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk
melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan

pelayanan publik (public service).

Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) implementasi
mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah
keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta
berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil

sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam
Hariyoso (2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional
penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada

sasaran. Sedangkan Griendle dalam Hariyoso (2002:148)
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mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan
aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan

cakrawala politis dan administratif.

Zainal Abidin dalam Mulyadi (2015:26) menyatakan bahwa proses
implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama
internal dan faktor utama ekternal. Faktor utama internal: kebijakan
yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi

lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Gambar 1: Faktor Utama Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor Utama Intern

Kebijakan Publik Faktor-faktor pendukung

A 4

A

Pihak terkait Kondisi terkait

A 4

A

Faktor-faktor Utama Eksternal

Sumber : Zainal Abidin dalam Mulyadi(2015:26)

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan
atau transformasi yang bersifat multiogranisasi, dimana perubahan
yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini

mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu,
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keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan
mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang

berbeda dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi
kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi
suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-
lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas
suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok
sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai
jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau
tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang
terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak
yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program

tersebut.

Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi
kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model
yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan
yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu
menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus
analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para

ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model
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yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran

dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain:

a.

Model Merilee S. Grindlee

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam
Mulyono (2015: 66) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of
policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation).
Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,
barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya

ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijkan;
Jenis manfaat yang dihasilkan;

Derajat perubuhan yang diinginkan;
Kedudukan pembuat kebijakan;

Siapa pelaksana program;

Sumber daya yang dikerahkan.

ok wnE

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation)
mencakup:
1. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;

2. Karakteristik lembaga penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Goegre C. Edward I11

Selanjutnya George C. Edward Il dalam Mulyono (2015:68)
Mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi

implementasi kebijakan yakni Komunikasi (Communications),
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Sumber Daya (Resources), Disposisi atau Sikap (Dispositions

atau Attitudes) dan struktur birokrasi (Bureucratic structure)

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan
karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan
yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang
implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa
yang menjadi tujuan dan saran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila
tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok

sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran
dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu
yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.
Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian

perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
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Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan
perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui

secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang
amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya
hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarluaskannya.
Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan
melahirkan interpretasi yang berbeda pula, agar
implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab
melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah

mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel
dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud
dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan
telah  melihat  ketidakjelasan  spesifikasi  kebijakan
sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang
akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan
apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan
tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, tidak cukupnya
komunikasi kepada para implementor secara serius

mempengaruhi implementasi kebijakan.
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2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud
sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan
sumberdaya finansial. Sumber daya adalah factor penting
untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
sumberdaya, Kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi

dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten
implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi
dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam
melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi
jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang
relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan
dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan
program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa
program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang
dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti

dana dan sarana prasarana.
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Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program
secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan
pengawasan dengan baik, jika jumlah staf pelaksana
kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan
meningkatkan skill’kemampuan para pelaksana untuk
melakukan program, untuk itu perlu adanya manajemen

SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena
kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi
mereka dimana dalam melaksanakan program ini
membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak
mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi
merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.
Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi
bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi
pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan

kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu
kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.
Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung
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seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana

tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi
dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan
untuk  menentukan bagaimana program dilakukan,
kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik
penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan
supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan,
serta dana yang mencukupi, tanpa fasilitas ini mustahil

program dapat berjalan.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat Kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika

implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan
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maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi
jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan
maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap
kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana
untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan,

dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran
program namun seringkali mengalami kegagalan dalam
melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak
tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi
mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di
samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat

dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan
program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan
kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana
dengan  orang-orang yang mendukung  program,
memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis
kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di samping

itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif
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bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan

bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Struktur Birokasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar (standard operating prosedures atau
SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan
ted-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak

fleksibel.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat
dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan

apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
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Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah
digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada
badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal,
sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-
kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam
lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.
Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan
kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang

mengoperasikan program di lapangan.

Gambar 2 : George Edwars 111 1980
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c. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model ini sering disebut sebagai A Model of the policy
Implementation process (Model Implementasi Kebijaksanaan).
Model yang dikembangkan oleh VVan Meter dan Van Horn dalam
teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-
perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat

kebijaksanaan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba
untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan
implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan
kebijaksanaan dengan prestasi kerja (Performance). Kedua ahli
tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara
kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas

(independent variable) yang saling berkaitan.

Van Meter and Van Horn, the expectation of analysing the
implementation of a ‘top’- level policy decision and then asking
(Van Meter dan Van Horn, untuk menganalisis implementasi

keputusan kebijakan tingkat atas, yakni) :

a. To what extent were the actions of implementing officials and
target (Sampai sejauh mana tindakan para pelaksana pejabat dan
target implementasi)

b. Groups consistent with ... that policy decision? (Kelompok yang
konsisten dengan keputusan kebijakan)
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c. To what extent were the objectives attained over time, i.e. to
what extent were the impacts consistent with the objectives?
(Sampai sejauh mana tujuan dicapai dari waktu ke waktu, yaitu
sejauh mana dampaknya sesuai dengan tujuan?

d. What were the principal factors affecting policy outputs and
impacts, both those relevant to the official policy as well as
other politically significant ones? (Apa faktor utama yang
mempengaruhi hasil dan dampak kebijakan, baik yang relevan
dengan kebijakan resmi maupun kebijakan politik lainnya?)

e. How was the policy reformulated over time on the basis of
experience? (Bagaimana kebijakan dirumuskan ulang dari
waktu ke waktu berdasarkan pengalaman?) (Hill and Hupe,
2002:49)

Gambar 3: Model VVan Meter dan VVarn Horn
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25

Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A

Gunn

Model ini kerapkali oleh para ahli disebut sebagai the top down
approach. Pada model ini menjabarkan bahwa untuk dapat
mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna
maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Wahab
(2016:96) mengklasifikasikan syarat-syarat tersebut sebagai
berikut:

1)  Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi
pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala
serius.

2)  Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber
yang cukup memadai.

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar
tersedia.

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari
hubungan kausalitas yang handal.

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit
mata rantai penghubungnya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7)  Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap
tujuan.

8)  Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan
yang tepat.

9)  Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model ini disebut juga dengan A Frame Work for
Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi).
Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis

implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasikan
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variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan

formal pada keseluruhan proses implementasi.

Wahab  (2016:81) mengklasifikasikan  variabel-variabel

tersebut sebagai berikut:

1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau
dikendalikan.

2)  Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur
secara tepat proses implementasinya.

3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap
keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam
keputusan kebijaksanaan tersebut.

Beberapa ahli menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi
yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu
ditindaklanjuti  dengan implementasi kebijakan. Implementasi
dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan
dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan
pernyataan Edwards Ill bahwa tanpa implementasi yang efektif
keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah
dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi

upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi

masyarakat.
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Tinjauan Mengenai Desa

Desa menurut Kansil (1983: 80) adalah suatu daerah kesatuan hukum,
dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan
suatu pemerintahan sendiri. Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam
Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari
kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling
mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian,
perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh
hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak
ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah

sosial.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab | UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan
untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada dalam

daerah kabupaten
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Tinjauan Mengenai Sistem Keuangan Desa

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan

kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri,

termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut,

pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

1)

2)

Laporan ke Bupati/Walikota:

a) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)

b) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB
Desa (Tahunan)

c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan
LPP Desa akhir Masa Jabatan

d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester
untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan

e) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan

Milik Desa (Tahunan).

1. Pengawalan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang
Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP
telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan
pembangunan nasional, termasuk pengelolaa keuangan desa
khususnya melalalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan

sebagai berikut:
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a. Tujuan :

1. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam
implementasi UU Desa khususnya keuangan dan
pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk
seluruh Tingkatan Pemerintah

2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan
keuangan desa secara akuntabelmulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan

b. Ruang Lingkup :
Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta
implementasinya.

Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan
pengelolaan keuangan desa, dapat dapat diidentifikasi titik-titik Kritis
di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan

keuangannya, sebagai berikut:

1. Tingkat Pemerintahan:
a. Pemerintah Pusat:

1) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
dan Kementerian Keuangan.

2) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian

3) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal
Perpajakan dan PBJ.

b. Pemerintah Provinsi:
1) Pembinaan dan Pengawasan
2) Fasilitasi pendampingan

c. Pemerintah Kabupaten/Kota:

1) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN),
Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi
Hasil Retribusi/Pajak Daerah

2) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD))

3) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

d. Pemerintah Desa:

1) SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)

2) Sarana dan Prasarana Desa

3) Kebijakan tingkat Desa
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2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencaanaan:

1) Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa
dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga),
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
RW dan RT.

3) Kualitas RKP Desa

b. Penganggaran:

1) Penyusunan APB Desa

2) Harmonisasi Kepala Desa & BPD

3) Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan

c. Pelaksanaan:

1) Pengadaan Barang/Jasa

2) Kewajiban Perpajakan

3) Kewenangan Kepala Desa yang besar

d. Penatausahaan

1) Administrasi pembukuan

2) Cara peng-SPJ-an

3) Pencatatan kekayaan desa

4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih
rancu

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

1) Jumlah Laporan yang harus dibuat

2) Standar Pelaporan

f. Pengawasan:

1. Efektifitas pengawasan

2. Kesiapan  aparat  pengawasan, khususnya  APIP

Kabupaten/Kota

Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi
yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna

dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.
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Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat

menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-

laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara

lain:

@roopop

Dokumen Penatausahaan:

Bukti Penerimaan;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Surat Setoran Pajak (SSP);

Dan dokumen-dokumen lainnya

Laporan-laporan:

Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per
sumber dana);

Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku
Pajak, Buku Pembantu, dan Register

Tata Kerja Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja

pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

Siklus Penganggaran
1) RAB
2) APBDES
Siklus Penatausahaan
1) Tingkat PPTK agar menyusun Buku Pembantu Kegiatan
2) Tingkat Bendahara agar menyusun
e Buku Kas Tunai
e  Buku Bank
e  Buku Bantu Pajak
Siklus Pelaporan
Tingkat Kepala Desa agar menyusun:
e Laporan Realisasi anggaran
e Laporan Kekayaan Milik Desa

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang
beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan

desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh
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Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus
bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance).

Prinsip akuntabilitas tersebut dapat diterapkan, namun diperlukan
berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber
daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi
informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikan,
dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak
mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat
risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa

yang dikhawatirkan tersebut.

Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta
dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya,
serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola
jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur
pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus
hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan

desa.
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Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk
melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. Oleh karena itu,
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa,
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan  Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih
mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan

pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini.

Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor
keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam
pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa

agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Keuangan desa merupakan hal yang riskan, maka dengan itu pemerintah
dalam mengantisipasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 melalui
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X1 mengeluarkan aplikasi sistem
keuangan desa (SISKEUDES) ini untuk mengantisipasi masalah-masalah

yang terjadi dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2104 Tentang
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keuangan desa. Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran telah menerapkan aplikasi ini dan menggunakan versi yang

paling terbaru dan merupakan desa pertama di kecamatan Gedong Tataan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini
peneliti mencoba menganalisis fenomena yang ada di Desa Bogorejo
dengan menggunakan model implementasi George C Edward IlI,
dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan
berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangi
implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Desa Bogorejo Kecamatan
Godong Tataan Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya gambar

kerangka fikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 4 : Kerangka Pikir

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

}

Indikator Keberhasilan Implemenentasi

1. Komunikasi
(Konsistensi, Tujuan, Saran, Sasaran
Kebijakan)

2. Sumber Daya
(Jumlah staff, keahilaan, informasi
yang relevan dan fasilitas pendukung:
dana dan sarana prasarana)

3. Disposisi
(watak dan karakteristik: komitmen,
kejujuran, sifat demokratis)

4. Struktur Birokrasi
(SOP, karakteristik, pola hubungan)

A 4

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa
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111.METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam
menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan
dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data,
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan
teknik penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung
dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam

politik dan pemerintahan.

Secara umum menurut Raco (2010:5). metode penelitian didefinisikan
sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan
memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis.
Dikaitkan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu
pengetahuan dan teori. “terencana” karena penelitian harus direncanakan
dengan memperhatikan waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan

data.

Penelitian menurut Sekaran dalam Raco (2010:5) adalah suatu kegiatan
yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara Kritis,
objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih

mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian



37

masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat

sebuah keputusan.

Neuman (2014:48), In qualitative approaches to research, analysis begin
while gathering data, but such analysis tend to be tentative and
incomplete. To analyze, we connect particular data to concept, advance
generealizations, and identify broads trend or themes. (Pendekatan
kualitatif untuk penelitian, analisis dimulai saat mengumpulkan data,
namun analisis semacam itu cenderung bersifat tentatif dan tidak lengkap.
Untuk menganalisis, kami menghubungkan data tertentu dengan konsep,

memajukan generealisasi, dan mengidentifikasi tren atau tema.)

Tipe Penelitian

Untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa
(SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif menurut Fuad dan Nugroho (2014:54) yakni
suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan

mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Penelitian kualitatif didefinisikan Ghony dan Almanshur (2016:25)
merupakan penelitian yang menekan pada quality (kualitas) atau hal
terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa
yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pengembangan konsep teori.
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Deskriptif menurut Danandjaja (2012:29) merupakan jenis penelitian yang
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuati masalah aktual,
tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan
analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis
penelitian ini mencoba ini melakukan generalisasi dari realitas sosisl yang

diamati.

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama,
penelitian ini sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat
diwawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui
sudah berjalan dengan maksimal implementasi aplikasi sistem keuangan
desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran yang merupakan hal baru dan wajib diterapkan
ditiap-tiap desa ini , maka hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan

yang sifatnya aktual dan konseptual.

Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada
dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong,
(2014:93) dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus
penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh
karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian
dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di

lapangan.
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Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penulis adalah bagaimana
implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa
Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan
apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem
keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapan

serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa.

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan
model implementasi George C Edward Ill, karena keempat variabelnya
beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk
membantu atau bersifat merintangi implementasi kebijakan. Dalam hal ini,
peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi

aplikasi sistem keuangan desa di Desa Bogorejo sebagai berikut:

1.  Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:
a.  Sosialisasi dan Pelatihan-Pelatihan
b.  Komunikasi berdasarkan dengan tujuan siskeudes yakni
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pengawasam
2. Sumber-Daya:
a.  SDM (Sumber Daya Manusia)

b.  Fasilititas yang disediakan (Sarana-prasarana)
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3. Disposisi (kecenderungan) pelaksana, meliputi:

a. Semangat dan kemauan pelaksana terhadap implementasi
kebijakan Aplikasi sistem keuangan desa terhadap peningkatan
kinerja pemerintahan desa di Desa Bogorejo.

b.  Keterbukaan dan Akuntabilitas

4.  Struktur Birokrasi Pendamping Desa.
a.  SOP (Standar Operating Prosedures)

b.  Waktu Pengerjaan Siskeudes

Informan

Informan dalam penelitian ini mengunakan metode pengambilan sampel.
Sampel menurut Fathoni (2011:101) contoh yang terpilih untuk dihadapi
sebagai objek sasaran penelitian yang hasil atau kesimpulannya dapat
mewakili seluruh popolasi sasaran representative. Alasan peneliti memilih
dalam penentuan informan menggunakan metode pengambilan sampel
adalah peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih merupakan sebagai
aktor dan kelompok sasaran dari Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) ini, Sehingga menurut peneliti metode pengambilan
sampel sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa

Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
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Tabel 2: Informan

No Nama Jabatan

1. Syafik. AR Kasi Pemerintahan Desa

2. Hermasyah Kepala Desa Bogorejo

3. Widodo Sunu Sekertaris Desa Bogorejo

4, Nyoman Kepala Urusan Keuangan Desa

Purnomo Bogorejo

5. Sugiono Kepala Urusan Perencanaan
Desa Bogorejo

6. Parno Kepala Badan Permusyawaratan
Desa Bogorejo

Sumber: diolah oleh peneliti

Alasan peneliti fokus pada Perangkat Desa yang karena perangkat desa
yang menjalankan dan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini dan
Pemerintah Kecamatan selaku perwakilan pemerintah yang memiliki
pengetahuan mengenai aplikasi sistem keuangan desa ini serta dan Badan
Pemusyawaratan Desa selaku pemerintah desa yang juga memiliki

pengetahuan terkait aplikasi sistem keuangan desa ini.

Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari
informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun
tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan
analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus

penelitian.
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Menurut Neuman (2014:48) sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-
dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto.

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni

a. Sumber data primer
Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data
primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai
narasumber, seperti Perangkat Desa Bogorejo, Badan Pemusyawaratan
Desa Bogorejo, dan Pemerintah Kecamatan Bogorejo.

b. Sumber data sekunder.
Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui
metode awal, data sekunder penelitian ini adalah UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta
Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

dan beberapa artikel terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik
dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu
tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian
tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus

menganalisanya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah
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penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data
terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak
lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi
yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Wawancara menurut Burhan (2011:100) dalam suatu penelitian yang
bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia
dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam
suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu

pembantu utama dari metode obseravasi

Metode wawancara menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho
(2016:61) merupakan suatu alat pengumpulan dara yang digunakan
dalam instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara
merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan
(responden).wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam

(in depth interview).

Ada tiga jenis wawancara menurut Ghony dan Almanshur (2016:176).
yaitu :

a. Wawancara terstruktur
Jenis wawancara ini kerap kali disebut sebagai suatu wawancara
“terfokus”.

b. Wawancara tak terstruktur,
Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini
bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu indormasi dari
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semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan
dengan ciri-ciri informan.
c. Wawancara terbuka terstandar
Teknik pengumpulan data wawancara terbuka ini penerapannya
pada evaluasi program.
Peneliti menyusun poin-poin pokok yang akan ditanyakan kepada
narasumber agar dapat dikembangkan pada saat wawancara
berlangsung. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, artinya
proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau
gagasan narasumber terkait permasalahan mengenai implementasi
aplikasi sistem keuangan desa ini sudah berjalan dengan maksimal
atau belum, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih

mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari

informan.

Observasi

Observasi menurut Fathoni (2011:104) adalah teknik pengumpulan
data yang dilakukan melaui suatu pengamatan, dengan disertai
pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
Orang yang melalukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan
pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observee).

Terdapat tiga jenis observasi menurut Widi (2010:237), yakni :

1. Observasi partisipant (participant observation)

2. Observasi non-partisipant (non-participant observation)
3. Observasi terhadap objek
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi

menurut Fathoni (2011:104), yaitu:

a) Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif,
melainkan sistematis dan terencana

b) Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan
dengan mengadalkan kekuatan daya ingat.

c) Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara rinci.

d) Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenerannya.

Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek

penelitian secara langsung yakni pada proses penerapan aplikasi sistem

keuangan desa (SISKEUDES) ini, selain itu peneliti juga melakukan

pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, hal ini bertujuan untuk

mendapatkan hasil analisis mendalam.

Dokumentasi

Dokumentasi menurut Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan salah
satu sumber data sekunder.yang diperlukan dalam sebuah penelitian
Sumber data pada penelitian ini yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemendagri

Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti
dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut.
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik
pengolahan data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto (dalam

Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing Data

Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240) editing
adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan
menentukan kembali daya yang berhasil diperolen dalam rangka
menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada
proses selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil
wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada
fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data
yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu
peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan

sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang
dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten
dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai
ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan

memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan,
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data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan

kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD.

Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian
dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan
informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali

semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

Interpretasi Data

Interpretasi data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam
Singarimbun (1995: 240), pada tahapan ini data penelitian yang telah
dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya
diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil
penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam
menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat
rahasia, peneliti  memilih kata-kata terbaik sehingga tidak
menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil
penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran

penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian
dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang
diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan
kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran

dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan
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fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan
memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.
Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data

berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Ghony dan Almanshur (2016: 246) dilakukan
melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu
dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir
penelitian (pengumpulan data). Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang
berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa

di kehidupan sosial.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal
yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk
mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari
hasil  catatan lapangan dengan cara  merangkum  dan
mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan

yang diteliti.
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Sugiyono dalam Ghony dan Almanshur (2016:308) menjelaskan
bahwa dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian
yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatid adalah
terletak pada temuan, oleh karena itu, apabila peneliti dalam
melakukan penelitian menenmukan segala sesuatu yang dilihat aneh,
asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus

dijadikan titik perhatian dalam melakukan reduksi data.

Peneliti mengumpulkan data implementasi aplikasi sistem keuangan
desa ini (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan pertanyaan yang sama
tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa
yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan

fokus penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan
gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun
secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih
memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang
diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi

data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.
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Penyajian data menurut Ghony dan Almanshur (2016:308) merupakan
sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian
data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa
yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat
peneliti dari penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik

merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi
untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan.
Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk
teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara
praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data
yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data
diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran,
validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan
obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik
kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan
menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai

tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah
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melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data

yang telah mengalami proses display data.

Menurut Ghony dan Almanshur (2016: 309) proses yang terakhir ini,
peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-
akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkompeten akan mampu
menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka, dan

skeptis.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan
menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.
Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti
mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Proses pengolahan
data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah,
kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data
mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah
penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk

disimpulkan.
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Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang
dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik
keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian
ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas
melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang

diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Selain itu menurut Ghony dan Almanshur (2016:313) bahwa pemeriksaan
keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa-apa yang
dituduhkan pada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, juga
merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan

penelitain kualititaf.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber
adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang
sama dengan informan satu dan lainnya. Denzin in Patton (2015:95) has
indetified four basic type of triangulation (mengidentifikasi empat tipe

dasar dari triangulasi) :

1. Data triangulation, the use of a variety of data sourves in a study
(triangulasi data mengunakan sumber data dalam suatu penelitian),

2. Investigation triangulation, the use pf several different researchers or
evaluations (pemerikasaan triangulasi, menggunakan beberapa peneliti
atau evaluasi yang berbeda),

3. Theory triangulation, the use of multiple perspectives to interpret a
single set of data, and (triangulasi teori, menggunakan beberapa
perspektif untuk menafsirkan suatu data),
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4. Methodological triangulation, the use of multiple methods to study a
single problem or program (triangulasi metodelogi, menggunakan
beberapa metode untuk mempelajari suatu masalah atau )

Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang

diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.



IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Bogorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Desa Bogorejo adalah 80 Ha
Pemukiman Umum, 0,16 Ha Perkantoran, 3,6 Ha Sekolah, 0,3 Ha Tempat

Peribadatan, 2,5 Ha Makam, 6 Ha Jalan, dan 132 Ha lain-lain.

DesaBogorejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Sungai/Sukaraja

2. Sebelah Selatan  : Tahura Wan Abdul Rahman

3. Sebelah Barat : Sungai/Sukadadi/Gedong Tataan
4.  Sebelah Timur : Sungai/Sukaraja/PTPN/Kebagusan

Jarak Desa Bogorejo ke Ibukota Kecamatan 4 km sedangkan jarak ke
Ibukota Kabupaten Pesawaran 3 km dan jarak Desa Bogorejo ke Ibukota
Provinsi 30 km dimana ini diukur dengan menggunakan alat transport yang
digunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan bersangkutan. Sedangkan
waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan %jam, %jam waktu tempuh ke Ibukota

Kabupaten dan %2 jam ke Ibukota Provinsi.
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Sejarah Singkat Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran

Desa Bogorejo pada mulanya merupakan sebuah Dusun dari beberapa
Dusun yang terdapat didalam desa di Gedong Tataan. Desa Bogorejo
menyatakan keinginanya untuk memisahkan diri menjadi sebuah desa.
Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut ditampung dan dibahas oleh
tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat dusun yang dipimpin
oleh Kepala Dusun. Kemudian setelah semua sepakat menjadi suatu tekad,
hal tersebut disampaikan pada saat rapat desa di Gedong Tataan. Setelah
disetujui oleh LMD Desa Gedong Tataan, kemudian diteruskan ke

Kabupaten melalui Camat Gedong Tataan.

Pada tanggal 26 Maret 1987, Dusun Bogorejo disetujui untuk menjadi Desa
Persiapan dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Nomor

G/082/B.111/HK/1987, dan sebagai Pjs.Kepala Desa adalah M.Suradi yang
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Gedong Tataan. Akhirnya
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Lampung
Nomor : G/272/B.III/HK/1991 tanggal: 12 Juli 1991 Desa Persiapan
Bogorejo disahkan menjadi Desa Definitif dengan Pjs Kepala Desa Bapak

M. Suradi.



C. Monografi Desa Bogorejo

1.  Geografi

a. Tanah Pekarangan

i

Tanah Sawah
Tanah Tegalan
Tanah Perkebunan PTP

e o

@

Hutan Negara/Lindung

f. Lain-lain seluas

2. Jumlah Penduduk
a. Jumlah Kepala Keluarga
b. Jumlah Jiwa
1. Laki-laki
2. Perempuan

3. Kondisi Sosial

a. Kesehatan

1462 Ha

65 Ha

: 810 Ha
1479 Ha

: 1.500 Ha
116 Ha

11370 KK

: 4668 Jiwa
: 2362 Jiwa
: 2306 Jiwa
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1. Data usia subur dan peserta KB aktif adalah sebagai

berikut:

a. Pasangan usia subur di bawah 20 tahum
b. Pasangan usia subur 20 — 29 tahun
c. Pasangan usia subur 30 — 40 tahun

d. Pasangan KB aktif

: 42 orang

- 506 orang
: 295 orang
671 orang

2. Selain poskesdes yang di kelola oleh bidan desa, Desa
Bogorejo juga mempunyai :
Posyandu 4 Buah (Untuk ibu dan balita), yaitu :

1. Posyandu Mawar
2. Posyandu Dahlia
3. Posyandu Melati
4. Posyandu Anggrek

Posbindu 1 Buah (Untuk lansia)



b.  Kesejahteraan Sosial

1. Status sosial

a. Jumlah keluarga pra sejahtera 795 KK
b.  Jumlah keluarga sejahtera | 289 KK
C. Jumlah keluarga sejahtera Il 151 KK
d Jumlah keluarga sejahtera 111 135 KK

2.  Sarana pendidikan

a. PAUD : 2 Buah
b. TK : 1 Buah
C. SD : 3 Buah
d SMP : 1 Buah

3. Sarana ibadah
a. Masjid : 8 Buah
b. Musholla : 5 Buah

4.  Kesenian dan kebudayaan
a. Hadroh 1 Grup
b. Mawalan 6 Grup
C. Kuda kepang 1 Grup
d Sanggar tari 1 Buah
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D. Struktur Pemerintahan

1. Struktur Desa Bogorejo pada tahun 2017 terdiri dari :
Gambar 6. Struktur Birokrasi
Kepala Desa
Hermansyah
Sekertaris Desa
Widodo Sunu
Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Kesra
Dian Eka B Sugiyono | Sapto Priyono
Kaur Keuangan Kaur Umum
Nyoman P Sulis Setiyowati
Sumber : Monografi Desa Bogorejo
2.  Daftar Kepala Dusun Desa Bogorejo

Kepala Dusun 1 : Purwanto
Kepala Dusun 2 : Radisan
Kepala Dusun 3  : Rizal
Kepala Dusun 4 : Sutiyo
Kepala Dusun5  : Samin
Kepala Dusun 6  : Maryono
Kepala Dusun 7 : Sarmin
Kepala Dusun : Wagiman

S@ e a0 o

E. Potensi Desa

1.

Potensi sumber daya alam
Penggalian potensi sumber daya alam Desa Bogorejo akan lebih dapat
dimaksimalkan melalui program peningkatan kapasitas masyarakat

agar masyarakat lebih cerdas mengelola dan meningkatkan hasil serta
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bisa membaca peluang-peluang usaha yang ada. Hal ini tentunya juga
tak lepas dari peran pemerintah desa untuk memfasilitasi, membina

dan mendampingi melalui program desa.

Potensi wisata

1. Airterjun yang belum di kelola
Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran terdapat 2 lokasi wisata air terjun yang masih alami
dan belum dikelola oleh pemerintah desa

2. Bumi perkemahan
Bumi perkemahan adalah tempat yang digunakan untuk acara-
acara pramuka, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran mempunyai tempat untuk perkemahan

yang sudah dikelola oleh pemerintah desa.



V1.  SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan, makapeneliti dapat menarik kesimpulan dengan

menggunakan model implementasi Goerge C Edwards sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa pada indikator pertama
yakni komunikasi yang menjadi ukuran keberhasilan adalah
transmisi dan kejelasan informasi belum maksimal dikarenakan
kurang maksimalnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP.
Sumber daya baik dari segi sumber daya manusia di desa Bogorejo
berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana sudah baik ditandai
dengan adanya tim PTKD yang membantu pengoperasian
siskeudes ini. Sarana dan prasarana yang menunjang telah
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa.

Disposi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap program
siskeudes sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa
lebih baik, selain itu semangat dan kemauan para perangkat desa
sudah baik dikarenakan siskeudes di anggap sangat memudahkan

dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.
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4. Struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian
tugas, desa ada tingkatan user, kabupaten admin, user melaporkan
ke admin baru ke tingkat pusat. Untuk stuktur birokrasi desa ada

tim PTKD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan atau skill
operator dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada
prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi.

2. Setiap desa sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan
aplikasi sistem keuangan desa lebih dari satu orang agar pelaksanaan
aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih maksimal.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebaiknya
menindak tegas desa yang masih mengunakan aplikasi sistem
keuangan desa yang bukan aplikasi resmi keluaran dari Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar aplikasi yang
digunakan keseluruhan desa memiliki kesamarataan dan laporan
keuangan desa tidak dapat dimanipulasi

4. Desa sebaiknya mengikutsertakan masyatakat mulai dari sosialisasi

aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa.
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5. BPKP sebaiknya meninjau kembali aplikasi sistem keuangan desa ini
agar tidak mudah terserang virus dan sebaiknya dibuat sistem online
agar semakin mempermudah para perangkat desa ketika pelaporan

keuangan desa
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